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ABSTRAK 

 

 

Setiap anak idealnya tumbuh dan berkembang sesuai usianya, pada kenyataannya anak 

menjadi pelaku tindak pidana permufakatan jahat memiliki narkotika, seperti dalam 

Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TJK, sehingga dijatuhi pidana penjara 

selama 8 (delapan) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

Permasalahan penelitian: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 

terhadap anak pelaku permufakatan jahat memiliki narkotika pada Putusan Nomor: 

24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk? Mengapa tidak diterapkan asas ultimum remedium 

dalam penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Narasumber 

penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 

dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan 

studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan 

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di dalam LPKA terhadap anak pelaku 

permufakatan jahat memiliki narkotika terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu 

terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 UU Narkotika. 

Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara berorientasi pada upaya memperbaiki 

perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa 

pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Putusan 

hakim yang tidak menerapkan asas ultimum remedium belum dengan tujuan 

pemidanaan terhadap anak ketentuan Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Selain itu ketentuan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 

mengatur bahwa sanksi pidana penjara seharusnya dijadikan alternatif paling akhir 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan pidana 

penjara di dalam LPKA terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, benar-benar 

mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat penegak 

hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.  

 

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Anak, Permufakatan Jahat, Narkotika 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF CRIMINAL IMPOSITION OF CHILD OFFENDERS 

CRIMINAL ACTS OF EVIL CONSENT 

HAVING NARCOTICS 

(Decision Study Number: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TJK) 

 

By 

DINI DESTIA AMIR 

 

Every child ideally grows and develops according to his age, in fact children become 

perpetrators of criminal acts of conspiracy to possess narcotics, as in Decision 

Number: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TJK, so they are sentenced to imprisonment for 8 

(eight) months in the Special Child Development Institute (LPKA). The problem in this 

research is: What is the basis for the judge's considerations in imposing a sentence on 

the child who is involved in the conspiracy to possess narcotics in Decision Number: 

24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk? Why isn't the principle of ultimum remedium applied in 

imposing crimes against children according to the purpose of punishment? 

 

The problem approach used is normative and empirical juridical. Research sources 

consisted of juvenile judges at the Class IA Tanjung Karang District Court and 

criminal law lecturers at Law Faculty of Lampung University. Data collection is done 

by literature study and field study. The data obtained was then analyzed qualitatively. 

 

The results of this study indicate that the basis for the judge's considerations in 

imposing a prison sentence of 8 (eight) months in the LPKA against the child of the 

perpetrator of a conspiracy to possess narcotics consists of juridical considerations, 

namely the fulfillment of the elements in Article 112 Paragraph (2) jo. Article 132 of 

the Narcotics Law. Philosophical considerations, namely imprisonment, are oriented 

towards efforts to improve children's behavior so that they become better individuals 

after completing their sentence. Sociological considerations, namely the judge 

considers mitigating and aggravating circumstances for a child as a criminal offender. 

The judge's decision that does not apply the principle of ultimum remedium not yet with 

the aim of punishing children, the provisions of Article 54 of the Narcotics Law 

stipulate that narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical 

rehabilitation and social rehabilitation. In addition, the provisions of Article 71 of the 

Law on the Juvenile Criminal Justice System stipulate that imprisonment should be 

used as the last alternative for children who commit crimes. 

 

The suggestion in this research is that juvenile judges in imposing prison sentences in 

LPKA on children in conflict with the law, really refer to the Law on the Juvenile 

Criminal Justice System. Law enforcement officials as executors of the Juvenile 

Criminal Justice System should improve their capabilities in carrying out their 

respective duties. 

 

Keywords: Sentence, Children, Evil Conspiracy, Narcotics 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap anak idealnya dapat tumbuh dan berkembangan secara wajar sesuai dengan 

usianya, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara 

normal, sebab berbagai faktor menyebabkan anak melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum atau bahkan melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku 

tindak pidana tetap diproses secara hukum, namun demikian proses tersebut 

dilaksanaan secara khusus melalui sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan 

hal tersebut maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).  

 

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 Angka (1) UUSPPA adalah 

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, 

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 

pidana. Penerapan sistem peradilan pidana anak merupakan suatu langkah nyata 

yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian 

hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.  

 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 Angka (3) UUSPPA disebut 

dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 



 

 

2 

 

yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun sistem sistem yang dianut dalam 

pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah double track system, yaitu sistem dua 

jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.  

 

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat 

dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang 

berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 

15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA: 

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b) Penyerahan kepada seseorang; 

c) Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 

f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g) Perbaikan akibat tindak pidana. 

  

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi 

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA: 

(1) Pidana Pokok terdiri atas: 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, 

pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; 

e. Penjara. 

(2) Pidana Tambahan terdiri dari: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

 

 

Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk 

membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari 

kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan 
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diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar 

hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan 

kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk 

memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung 

dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan 

perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia 

berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-

benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana 

penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) sesuai 

dengan tujuan pemidanaan.1 

 

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana 

narkotika, hal ini disebabkan pada saat ini peredaran gelap narkotika tidak hanya 

ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak. Akibatnya pelaku 

penyalahgunaan narkotika bukan hanya orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh 

anak. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-

Anak/2021/PN.Tjk. Kronologisnya adalah pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 

sekitar Pukul 21.00 WIB, Anak (16 Tahun) dan saksi AS berkomunikasi melalui 

chat whatsapp dan sepakat untuk membeli tembakau sintetis dengan cara iuran 

seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang 

anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dan saksi AS sebesar 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang iuran untuk membeli tembakau 

sintetis dari anak masih menggunakan uang milik saksi AS dan akan anak ganti 

apabila sudah memiliki uang. 

 
1 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2005, hlm. 12. 
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Keesokan harinya sekitar Pukul 15.00 WIB, anak memesan tembakau sintetis 

pada BC (belum tertangkap) melalui Instagram seharga seharga Rp3.500.000,00 

dengan cara mentransfer uang pembelian melalui rekening Bank BCA. Anak 

menghubungi saksi AS dan mengatakan bahwa pesanan tembakau sintetis sudah 

diterima BC, kemudian AS mentransfer uang dikirim kepada Anak untuk ditranfer 

ke BC sebesar Rp3.500.000,00 Sekitar Pukul 15.15 WIBAnak mentransfer dari 

Rekening BC dan sekitar Pukul 20.00 WIB, BC menghubungi anak dan 

mengatakan bahwa uang telah diterima, BC kemudian mengirimkan bukti resi 

pengiriman paket tembakau sintetis dan anak mengirimkan resi tersebut kepada 

saksi AS.  

 

Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 10.15 WIB pihak Jasa 

Pengiriman JNT menghubungi Anak dan mengatakan apakah benar yang 

memesan dan juga yang akan menerima 1 (satu) Paket atas nama Anak sebagai 

penerima dengan nomor handphone 08961231xxxx. Paket tersebut berisi 1 (satu) 

paket besar tembakau sintetis terbungkus almunium foil dan kaos. Anak 

menjawab bahwa benar dan bersepakat untuk bertemu di Jalan Ridwan Rais Kel. 

Kalibalau Kencana Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Sekitar Pukul 10.30 

WIB, anak menerima paket dari kurir jasa pengiriman JNT tersebut dan pada saat 

anak menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang 

ternyata anggota Kepolisian mengamankan anak dengan barang bukti berupa 1 

(satu) paket tersebut. 2 

 

 
2 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk. 
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Jaksa Penuntut dalam perkara ini menuntut anak dengan pidana selama 1 (satu) 

tahun penjara. Selanjutnya hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan 

pidana selama 8 (delapan) bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Anak didakwa melanggar Pasal 112 

ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

 

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 

124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan 

pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal-Pasal tersebut 

 

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 

Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol tau bersepakat untuk 

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, 

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu 

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana 

Narkotika 
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Hakim dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk. idealnya tidak 

menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika 

untuk diri sendiri, karena pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya 

merupakan korban peredaran gelap narkotika. Pidana yang seharusnya dijatuhkan 

hakim adalah rehabilitasi terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: 

1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun 

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun . 

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim 

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 

Pasal 55, dan Pasal 103. 

3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, 

penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

 

Pidana rehabilitasi lebih tepat dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku 

penyalahgunaan narkotika, sebab terhadap pelaku yang berusia dewasa saja dapat 

diterapkan rehabilitasi, apalagi terhadap pelaku yang masih berusia anak. Selain 

itu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyatakan bahwa: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pidana penjara selama 8 (delapan) terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk. 

menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan asas ultimum remedium (pidana 

penjara sebagai alternatif paling akhir terhadap pelaku tindak pidana). Hakim 
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dalam hal ini mengabaikan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) bahwa sanksi pidana yang 

dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana 

Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA. Pidana 

penjara (sebagai pidana pokok) seharusnya dijadikan alternatif paling akhir 

terhadap anak, tetapi dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk justru 

pidana penjara lebih dikedepankan oleh hakim. Setelah diberlakukannya 

UUSPPA, seharusnya pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 

lebih mengedepankan upaya pembinaan dan perbaikan kepribadian anak agar 

menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.  

 

Pelaksanaan pidana dalam perspektif UUSPPA didasarkan pada konsep bahwa 

pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena 

pidana penjara membawa efek-efek negatif, efek negatif pidana penjara 

sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, 

maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan 

modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si 

pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana 

penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan di 

dalam kerangka politik kriminal.3 

 

Penerapan pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan pada anak yang 

melakukan tindak pidana berat dan yang sangat membahayakan masyarakat. 

Selain itu anak yang melakukan Tindak Pidana berat dan yang sangat 

 
3 Nandang Sambar, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2013, hlm. 25. 
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membahayakan masyarakat. Selain itu anak yang melakukan pengulangan tindak 

pidana (residivis), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa 

pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling ½ (satu per dua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang melakukan 

tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas 

lex specialis derogate legi generalis terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan 

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.4 

 

Penjatuhan pidana terhadap anak seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan 

anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya 

memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan 

masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 

anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan 

Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak 

dapat kembali ke kehidupan masyarakat dan bukan untuk mengakhiri harapan dan 

potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu 

tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam 

rangka penyusunan Tesis yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana terhadap 

Anak Pelaku Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”  

(Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.TJK). 

 
4 Andani Maya Sari dan Budi Setiyanto Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Recidive Volume 4 No.3 Sep.-Des.2015 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:  

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak 

pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika pada 

Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk?  

b. Mengapa tidak diterapkan asas ultimum remedium dalam penjatuhan pidana 

terhadap anak sesuai dengan tujuan pemidanaan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak 

pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan 

Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk dan tidak diterapkannya asas ultimum 

remedium dalam penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan tujuan 

pemidanaan. Ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 

terhadap anak pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

narkotika pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk  

b. Untuk menganalisis tidak diterapkannya asas ultimum remedium dalam 

penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan tujuan pemidanaan 
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2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim 

dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-

Anak/2021/PN.Tjk 

a. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka 

menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diharapkan 

berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika di masa 

mendatang.  

 

D. Kerangka Pemikiran  

1. Kerangka Teori 

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian 

abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk 

pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.5 Berdasarkan 

pengertian di atas maka kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk melakukan 

analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32. 
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a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui 

proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. 

Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, 

yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, 

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.  

 

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan 

dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 



 

 

12 

 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik. 6 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif. Praktik peradilan 

pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka 

hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 

dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan.7 

 

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang 

bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, 

diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan 

yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral 

justice) dan keadilan masyarakat (social justice).  

1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan 

kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang 

harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah 

undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian 

 
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. 

Jakarta. 2006, hlm 363 
7 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.103. 
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hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah 

menciptakan keadilan. 

2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan 

keadilan  

3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di 

masyarakat. 8  

 

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan 

pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai 

dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak 

mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur 

tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat. 

 

b. Teori Pemidanaan 

 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan 

merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi 

oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui 

proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan 

pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.9 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

 
8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018, hlm. 126-127. 
9 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68. 
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menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal 

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. 

Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan 

dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih 

dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan 

pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena 

setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas 

dendam tidak bole tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak 

demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil 

bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan 

umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi 

suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan. 

b. Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah 

terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat 

dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum 

(general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 
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pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. 

Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan 

prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya 

pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi 

tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga 

bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh 

pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan 

pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. 

c. Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan 

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping 

sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan 

baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pernidanaan yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau 

aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan 

dan teori tujuan. Kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu 

sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak 

negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan 

tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk 
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mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori 

pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan 

itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. 10 

 

Pemidanaan dalam hukum pidana klasik merupakan pembalasan atas kesalahan 

yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada 

perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Pidana merupakan 

penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap 

pelaku tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern 

lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku tidak hanya meliputi pidana yang 

bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan 

pendidikan. Perkembangan hukum modern mengenal istilah double track system 

yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. 11 

 

Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus 

dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap 

dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk 

memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial 

(individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam 

kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang 

integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, 

dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 

 
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
11 Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto ”Sistem Pidana dan Tindakan “Double 

Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia, Dipenogoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, 

Tahun 2012. 
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kasuistis. Dalam tujuan pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas 

masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan 

kesatuan masyarakat (to maintain 1 social cohasion intact)12 

 

Menurut teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan 

teori hukum pidana/strafecht theorien berhubungan langsung dengan pengertian 

hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 

dasar dari hak menjatuhkan pidana dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada 

beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu teori absolut atau teori 

pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. 13 

 

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan 

pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan 

pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-

aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo 

klasik. Perbedaaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-

masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-

aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari 

ancietn regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian 

hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.14  

 

 
12 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru 

Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm. 2. 
13 Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 85. 
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5. 
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Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) 

manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga 

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad- strafrecht). Aliran klasik pada 

prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu 

sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak 

pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian 

adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, 

hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi 

hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang 

yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan 

pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.15  

 

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada 

aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the 

doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan 

berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak 

dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini 

menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini 

menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan 

resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak 

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.16 

 

 
15 SoetandyoWignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan 

Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2. 
16 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, hlm. 

60. 



 

 

19 

 

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang 

sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak 

manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik 

terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. 

Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan 

peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui 

asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating 

circumtances). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang 

berdasarkan keadaaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan 

kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.17 

 

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, 

terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan 

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari 

proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik 

temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan 

formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. 

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan 

teori pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan ide 

dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang 

mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan 

retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). 18 

 

 
17 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. 

Semarang. 2001. hlm. 62. 
18 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114. 
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Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan 

ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 

dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke 

belakang (backward-looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari 

segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan 

yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak 

lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa atau mempunyai sifat 

pencegahan (detterence).19 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian20. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah21  

b. Penjatuhan pidana adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana 

didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

 
19 Yesmil Anwar dan Adang, Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, 

hlm. 65. 
20 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.103 
21 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54. 



 

 

21 

 

memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak 

pidana tersebut.22  

c. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak 

yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana 

d. Tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika 

menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol tau 

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta 

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, 

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau 

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993. hlm. 46. 
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3. Alur Pikir 

 

 

 

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian 
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E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 23 

 

2. Sumber dan Jenis Data  

 

a. Sumber Data 

 

Berdasarkan sumbernya menurut Seorjono Soekanto, data bersumber dari data 

lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari 

lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh 

dari berbagai sumber kepustakaan.24 Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah data kepustakaan.  

 

b. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara 

membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai 

berikut:  

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta,1983, hlm.76. 
24 Ibid, hlm.36. 
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1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2) Bahan Hukum Sekunder, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-

buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

 

3. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang    : 1 orang  

b. Dosen Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang + 

Jumlah         : 2 orang   

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (library 

research), yaitu serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 
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dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

 

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

Seleksi data merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi data 

Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Penyusunan data merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang 

saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

5. Analisis Data 

 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.  
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F. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi Tesis ini maka akan dibagi menjadi 4 

(empat) bab, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

 

Bab I  Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan 

dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

 

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari berbagai pengertian mengenai 

penjatuhan pidana oleh hakim, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana, teori dan tujuan pemidanaan, pengertian anak dan anak yang berkonflik 

dengan hukum, sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkotika. 

 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan 

pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari análisis 

dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan 

Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk dan tidak diterapkannya asas ultimum 

remedium dalam penjatuhan pidana terhadap anak sesuai dengan tujuan 

pemidanaan. 

 

Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil 

analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Anak dan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum  

 

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum 

pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

usia 16 tahun. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.  

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai 

anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak  

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang 

Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak  

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang 

berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

 

Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak 

yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi: 

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 

Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindak pidana. 
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c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi 

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 

 

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) 

tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan 

tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana 

sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem 

hukummembuat pembedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang 

anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak 

(Convention on the Right of the Child) sebagaimana telah diratafikasi oleh 

pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang 

Hak-Hak Anak).25 

 

Perspektif psikologis terhadap usia anak dan remaja secara garis besar adalah usia 

remaja dapat dibagi dalam dua fase, yaitu remaja awal yang berada pada fase usia 

12/13 sampai 17/18 di mana perkembangan psikologisnya lebih labil 

 
25 Arif Gosita,Masalah Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm.52 
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dibandingkan dengan kelompok remaja akhir yaitu usia 17/18 sampai 21/22 

tahun, di mana keadaan psikologisnya lebih stabil. Pada usia ini seorang remaja 

sudah memiliki kemampuan kognitif yang baik, sehingga mampu membedakan 

perbuatan yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan sosialnya.26 

 

Beberapa ciri yang melekat pada diri seorang remaja, yaitu: 

1. Perkembangan pisik yang sangat pesat sehingga ciri-ciri sebagai laki-laki atau 

perempuan semakin tampak jelas oleh para remaja 

2. Keinginan yang kuat untuk melakukan interaksi sosial dengan kalangan yang 

lebih dewasa atau dianggap lebih matang keperibadiannya kadang-kadang 

diharapkan masyarakat menganggap remaja dewasa 

3. Keinginan mendapatkan kepercayaan dari yang lebih dewasa walaupun 

mengenai tanggung jawab belum begitu matang 

4. Mulai memikirkan kehidupan secara mandiri baik sosial ekonomi, politis 

dengan menggunakan kebebasan dari pengawasan orang tua yang begitu ketat 

5. Adanya tarap perkembangan intelektual (dalam arti netral) untuk mendapatkan 

identitas 

6. Menginginkan sistem nilai dan kaidah yang serasi dengan kebutuhan dan 

keinginannya, yang tidak selalu sama kaidah nilai yang dianut orang dewasa27 

 

 

Perkembangan pengetahuan atau kognitif pada remaja umumnya dimulai pada 

usia 15/16 tahun yaitu remaja memiliki kemampuan untuk belajar, menalar dan 

berpikir sehingga remaja mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak 

baik. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi 

secara biologis mereka. Remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, 

di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam 

skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau 

ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya, lalu remaja juga 

mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa 

yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengholah cara berpikir mereka 

 
26 Elizabeth Hurlock B. Psikologi Perkembangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 43. 
27 Ibid. hlm. 44. 
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sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang 

berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran 

mereka semakin abstrak (remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak), logis 

(remaja mulai berpikir seperti ilmuwan, yang menyusun rencana untuk 

memecahkan masalah dan menguji secara sistematis pemecahan masalah), dan 

idealis (remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang 

ciri- ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia); lebih mampu menguji 

pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan 

tentang diri mereka.28 

 

B. Sistem Peradilan Pidana Anak 

 

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, 

karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya 

identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada 

dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.29  

 

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang 

secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga 

 
28 Sarlito W. Sarwono. Psikologi Remaja. Rajawali Pers, Jakarta, 1991. hlm. 38-39. 
29 Barda Nawawi Arief. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka 

Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia . Badan Penerbit UNDIP. 

Semarang. 2012. hlm. 42. 
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terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini 

merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.  

 

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka 

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. 30 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.31  

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

 
30 Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 

2009, hlm. 88. 
31 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn12
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yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  32 

 

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti 

gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem 

peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:  

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai 

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

sistem penegakan hukum semata-mata.  

b. Pendekatan administratif  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai 

dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem 

yang dipergunakan adalah sistem administrasi. 

 

 

 
32 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn13
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn25
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c. Pendekatan sosial  

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga 

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau 

ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. 33  

 

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk 

memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, 

meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak 

harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang 

berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga 

memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (treatment) sesuai dengan 

tujuan pemidanaan.34 

 

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. 

Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan 

yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 

tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan 

kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak 

sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat 

kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan 

dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu 

tindakan yang harus dipertanggangjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.  

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan 

 
33 Romli Atmasasmita. Op.Cit. hlm. 6 
34 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 

2005, hlm. 11. 
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berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum 

berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan 

pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan 

pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan.35 

Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat 

kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, 

dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap 

anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep 

kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses 

hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta 

perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menganut double track system, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur 

sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan 

terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam 

Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah 

pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan 

kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.  

 

 
35 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka 

Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25 
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Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat 

dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang 

berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 

15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA: 

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b) Penyerahan kepada seseorang; 

c) Perawatan di rumah sakit jiwa; 

d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta; 

f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 

g) Perbaikan akibat tindak pidana. 

  

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi 

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA: 

(1) Pidana Pokok terdiri atas: 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, 

pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; 

e. Penjara. 

(2) Pidana Tambahan terdiri dari: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat. 

 

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan 

bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya 

belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak 

sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi 

kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA 
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antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat 

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah 

pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang 

dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak 

itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa 

dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan 

dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini 

jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. 

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang 

sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan 

hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi 

oleh unsur internal dan ekternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur 

internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti 

orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai 

hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan. 36 

 

C. Teori dan Tujuan Pemidanaan 

 

Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana 

 
36 Nandang Sambar, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

2013, hlm 25. 
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itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.37 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 

mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal 

harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. 

Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan 

dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih 

dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan 

pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena 

setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatanya dan perasaan balas 

dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak 

demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang terlibat dalam 

pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. 

Menurut teori ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu 

 
37 Sudarto. Op.Cit.. hlm. 35 
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yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat 

dan pidana adalah pembalasan.38 

b. Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga mernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana 

saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah 

terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat 

dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum 

(general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 

pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan 

mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. 

Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Prevensi umum 

dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahaan 

kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh 

dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk 

memperkuat larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan 

perbuatan patuh pada hukum.39 

 

 

 
38 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

2007. hlm.32. 
39 Ibid, hlm.33. 
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c. Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan 

masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping 

sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan 

baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya sirkulasi terhadap teori pernidanaan yang 

mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau 

aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan 

dan teori tujuan. Kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu 

sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak 

negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan 

tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk 

mencegah kejahatantan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori 

pencegahan umum maupun pencegahan khusus.40 

 

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan 

pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan 

pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-

aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo 

klasik. Perbedaaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-

masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-

 
40 Ibid, hlm.34. 
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aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari 

ancietn regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian 

hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.41  

 

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) 

manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga 

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad- strafrecht). Aliran klasik pada 

prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu 

sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak 

pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian 

adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, 

hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi 

hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang 

yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan 

pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini 

mempunyai karakteristik: 

a. Definisi hukum dari kejahatan; 

b. Pidana haru sesuai dengan kejahatannya; 

c. Doktrin kebebasan berkehendak; 

d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana; 

e. Tidak ada riset empiris; dan 

f. Pidana yang ditentukan secara pasti. 42  

 

 
41 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5. 
42 SoetandyoWignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan 

Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, hlm. 1-2. 
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Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada 

aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the 

doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan 

berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak 

dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini 

menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini 

menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan 

resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak 

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian 

hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu 

sendiri harus tetap dipertahankan.43 

 

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan 

merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu 

saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern 

adalah sebagai berikut: 

a. Menolak definisi hukum dari kejahatan; 

b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana; 

c. Doktrin determinisme; 

d. Penghapusan pidana mati; 

e. Riset empiris; dan 

f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti. 44 

 

 
43 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, hlm. 

60. 
44 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 114. 
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Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang 

sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak 

manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik 

terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. 

Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan 

peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui 

asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating 

circumtances). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang 

berdasarkan keadaaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan 

kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.45 

 

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, 

terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan 

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari 

proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik 

temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan 

formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. 

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan 

teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar 

pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua 

pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang 

berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan 

pandangan utilitarian (utilitarian view). 46 

 
45 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP. 

Semarang. 2001. hlm. 62. 
46 Ibid. hlm. 63. 
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Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan 

ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 

dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke 

belakang (backward-looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari 

segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan 

yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan 

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak 

lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan 

berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat 

pencegahan (detterence).47 

 

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar 

dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan 

dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 

KUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan 

dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana 

dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 

 
47 Yesmil Anwar dan Adang, Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, 

hlm. 65. 
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Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan 

kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut 

dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang 

sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah 

asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak 

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada 

nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta 

tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. 48 

 

Penjelasan Umum RUU KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya 

merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha 

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung 

pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan 

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RUU KUHP 

tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi 

penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP 

sekarang. Tercatat sebanyak 743 Pasal dalam RUU KUHP di mana Pasal 513 di 

antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan 

umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan 

 
48 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. hlm. 28 
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banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RUU KUHP ini menimbulkan 

berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RUU KUHP mempunyai 

gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RUU KUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi, 

menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan 

pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik 

kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk 

menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan 

menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, 

setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan 

pemilihan berbagai alternatif sanksi. 49 

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan 

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) 

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu 

 
49 Ibid. hlm. 30. 
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kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan 

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah.50 

 

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RUU KUHP, jika dibandingkan dengan 

KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian 

mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman 

pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi 

pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan 

ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP menganut sistem 

pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak 

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (punishment), dapat juga dikenakan berbagai 

tindakan (treatment).  

 

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RUU KUHP ini juga bertambah 

dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan 

bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah 

dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang 

mendasar tersebut, ternyata dalam RUU KUHP masih mengatur beberapa 

ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya hukuman mati. 

Perspekif global menunjukkan adanya pandangan pro dan kontra terhadap 

eksistensi pidana mati dan eksekusinya.51  

 

 
50 Ibid. hlm. 31. 
51 Badra Nawawi Arief. Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan 

Alternatif Pidana Untuk Koruptor. Pustaka Magister Semarang. 2012. hlm. 1. 
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Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui 

penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses 

menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: 

kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan 

keadilan (Gerechtigkeit).52 Hukum Pidana merupakan salah satu hukum positif 

yang ada di Indonesia. Menurut Soedarto menurut pidana adalah penderitaan yang 

sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu.53 

 

Amir Ilyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:  

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 

telah diancamkan.  

3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.54 

 

 

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu 

ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak 

ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam 

sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan 

 
52 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2010, hlm. 20. 
53 Ranidar Darwis. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran 

Hukum Warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, hlm. 6.  
54 Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 

Yogyakarta, 2012, hlm. 4. 
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norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain 

dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang 

hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang 

diatur Pasal 1 ayat 1 KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan 

tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. 

 

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa 

formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk 

mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur 

kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan 

menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. 

Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan 

dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan 

kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar 

pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur 

relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga 

unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari 

keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang 

harus diputuskan oleh sistem politik.55 

 

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah 

tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar 

peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. 

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana 

 
55 W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul: Teori dan 

Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II), Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hlm. 42. 
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filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya 

merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas 

keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. 56 

 

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum 

tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, 

seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan 

dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga 

tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari 

Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut 

memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya 

merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan 

yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi 

untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga 

nilai tersebut.57 

 

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil 

tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum 

sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus 

konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum 

dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, 

hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi 

unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan 

 
56 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, 

Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
57 Ibid, hlm. 4. 
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yang tidak pantas menjadi hukum. 58 Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav 

Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang 

menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan 

hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan 

begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat 

terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang 

digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai 

berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dengan 

urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum 

dapat terhindar dari konflik internal. 

 

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch 

termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan 

mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan 

asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk 

hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu 

kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran 

positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Oleh karena asas hukum 

mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan 

antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang berlaku 

masyarakat.59 

 

 

 
58 Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, 

2006, hlm.97. 
59 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum 

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 

2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido.. 
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D. Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika 

 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan 

pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga 

negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.60  

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan. 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.61 

 

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

 
60 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta,  

hlm, 19. 
61Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28. 
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a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula.62 

 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak 

pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.63 

 

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan 

itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang 

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan 

harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari 

perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.64 

 

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses 

 
62 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 16. 
63Leden Marpaung, Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3. 
64 P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981, 

hlm.193. 
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pembangunan nasional. Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya terjadi 

di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai 

tingkat sosial ekonomi atas. Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat 

atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan 

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan 

tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.  

 

Tindak pidana narkotika pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penyakit 

masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang 

sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari 

muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana 

cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin untuk mengurangi 

dampak buruk akibat tindak pidana narkotika. Bahaya penyalahgunaan obat-

obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan 

terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang 

ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental 

dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tindak pidana narkotika 

pada saat ini masih menjadi tantangan bagi penegak hukum, sehingga harus 

ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif oleh 

seluruh komponen aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan 

pidana.  
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Terjadinya tidak pidana narkotika dapat dipengaruhi pengaruh kemajuan 

teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan 

para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. 

Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, 

aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak 

pidana narkotika.65 

 

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

menyatakan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, 

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 1 Angka (6) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan 

atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum 

yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.  

 

Salah satu unsur dalam tindak pidana narkotika adalah adanya permufakatan jahat 

dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 Angka (18) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua 

orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, 

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 

 
65 Erwin Mappaseng, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam 

Aspek Hukum dan Pelaksanaannya, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4. 
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memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan 

Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. 

 

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan 

delik permufakatan jahat secara limitatif diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: 

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 

124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan 

pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal-Pasal tersebut. 

 

Pelaku permufakatan tindak pidana narkotika akan dipidana penjara sama sesuai 

dengan ketentuan pidana atas pasal yang dilanggarnya. Misalnya pelanggaran 

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka baik pelaku 

utama tindak pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika maupun 

pelaku lain yang terlibat pelaku permufakatan jahat akan dijatuhi pidana yang 

sama sesuai dengan ancaman pasal tersebut.  

 

Permufakatan jahat diatur di dalam undang-undang narkotika karena kejahatan 

narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi 

keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat 
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walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak 

pidana belum selesai dilaksanakan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu undang-undang yang 

mengaturnya juga dibentuk secara khusus untuk melahirkan pemidanaan yang 

dapat memberikan efek jera. Ancaman pidana terhadap pelaku unsur 

permufakatan jahat ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pembedaan ancaman 

pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat. 
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IV. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana penjara selama 8 

(delapan) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap 

anak pelaku permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika 

dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk terdiri atas 

pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 112 Ayat (2) 

jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut 

Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata 

sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki 

perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani 

masa pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal 

yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak 

pidana. 

2. Putusan hakim yang tidak menerapkan asas ultimum remedium dalam 

penjatuhan pidana terhadap anak belum dengan tujuan pemidanaan, mengingat 

ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 
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wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu ketentuan 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UUSPPA) mengatur bahwa sanksi pidana penjara seharusnya 

dijadikan alternatif paling akhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

 

B. Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya hakim anak dalam menjatuhkan pidana penjara di dalam Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum, benar-benar mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan mempertimbangkan segala aspek serta rekomendasi, 

sehingga penjatuhan pidana ke dalam penjara merupakan pilihan yang paling 

tepat untuk ditempuh oleh hakim. 

2. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak, 

mulai dari Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak dan Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak hendaknya mengoptimal kapasitas dan kemampuan 

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam peradilan pidana anak. 

Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan 

pidana anak, yaitu untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum agar 

menjadi pribadi yang lebih baik. 
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